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NEGARA FEDERASI
SEBAGAI KEBUTUHAN ATAU ALTERNATIF
BENTUK NEGARA REPUBLIK INDONESIA

Oleh:
Seto Cahyono

Bentuk negara federasi dapat diartikan sebagai alternatif paradigma daripada
bentuk negara kesatuan. Gagasan benfuk negara federasi muncul didasarkan pada akibat
peloksanaan bentuk negara kesatuan yang dinilai belum sesuai harapan yang dicitakan
seperti yang berlaku di Indonesia, sehingga sebagai alternatif juga harus mempertim-
bangkan segi-segi ilmiah/teoritis apabila akan dilaksanakan. Gagasan tersebut nam-
paknya belum dapat dijadikan sebagai kebutuhan yang mendesak untuk merubah bentuk

negara dari negara keastuan ke negara federasi.

1. PENDAHULUAN

Perbincangan mengenai gagasan
negara federasi sebagai alternatif bentule-
susunan Negara Indonesia, akhir-akhir ini
menjadi salah satu sumber perdebatan
Yang mengarah pada kepentingan dan
tujuan politik. Perdebatan tersebut tentu-
nya membawa pada pemikiran yang pro
dan kontra, mengingat Indonesia masih
memberlakukan UUD 1945 yang secara
tegas menyatakan dalam Pasal 1 ayat (1)
"Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan
yang berbentuk Republik". Bagi kalangan
akademisi membicarakan bentuk negara
atau membicarakan suatu sistem peme-
rintahan tertentu bukanlah suatu yang
tabu dan tidak perlu dipolitisir.

Munculnya gagasan tersebut bu-
kan tidak ada dasarnya, paling tidak bagi
kita (kalangan akademisi) adalah untuk
lebih membuka cakrawala keilmuan de-
ngan alternatif-alternatif paradigma, se-
hingga tidak terbelenggu oleh dogma-dog-
ma yang tidak menguntungkan. Pada sisi
lain bentuk-susunan negara kesatuan
yang dipraktekkan Indonesia terhadap
hubungan pusat dan daerah selama ini
belum memenuhi semua harapan. Hal ini
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dapat dilihat dari beberapa indikator,
antara lain: Pertama, dar segi yuridis UU
No. 5 tahun 1974 banyak memberikan
deledasi peraturan perundangan-undang-
an, dan belum dilaksanakan, bahkan
menimbulkan beberapa kerancuan pe-
ngertian baik yang menyanglkut dekon-
sentrasi maupun tugas pembantuan. Lain
dari itn Pemerintah di daerah lebih
dilihat sebagai bagian dari teknik penye-
lengaraan pemerintahan secara umum.
Otonomi sendiri masih dipandang sebagai
perkara penyerahan urusan. Akibatnoya,
urusan yang menguntungkan pusat tidak
pernah diserahkan kepada daerah. Rezim
orde baru menerapkan sentralisme kekua-
saan yang berlebihan tidak hanya pada
pemerintah pusat dan bahkan semakin
personal di tangan Presiden Soeharto,
Lebih parah lagi Dewan Pewalkilan Rakyat
Daerah diartikan sebagai Pemerintah
Daerah, sehingga perwujudan demokrasi
(kedaulatan rakyat] menjadi kabur,
bahkan mungkin terjadi penyimpangan
yang begitu jauh, karena Kepala Derah
cenderung sebagai alat kekuasaan pusat
dan tidak bertanggpung jawab kepada
rakyat (DPRD).

Kedua, titik berat otonomi tidak
didukung oleh kebijaksanaan pemerintah
di bidang keuangan. Hal tersebut
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tercermin dari perimbangan keuangan
antara pusat dan daerah yang sampai saat
ini belum ada ketentuan yang menga-
turnya. Di samping itu daerah-daerah
vang memiliki sumberdaya ekonomi besar
tidak diberlakukan secara adil, tidak ha-
nya dalam hal pembagian hasil eksploitasi
kekayaan alam dari daerah tersebut, te-
tapi juga dalam hal cara-cara mengekploi-
tasi sumber alam tersebut.

fietign, negara kesatuan diterje-
mahkan sebagai penyeragaman kultural
seluruh daerah di Indonesia yang
mengikuti budaya penguasa pusat, yang
tidak lain berupa Budaya Jawa Kraton
yvang feodal dan monopolistik (Surbaldti,
1988).

Dari uraian di atas timbul bebe-
rapa permasalahan yang dapat diidenti-
fikasikan sebagai berilout:

1. Gagasan negara federasi merupakan
kebutuhan yang dapat dilaksakan di
Indonesia atau sebagal alternatif?

2. Bapaimana prospek perwujudan ben-
tuk-susunan Negara Indonesia di
masa yang akan datang?

2. NEGARA FEDERASI ATAU NEGARA
KESATUAN

Secara teoretis bentuk-bentuk ne-
gara ditinjau dari susunannya akan me-
nimbulkan dua kemungkinan bentuk
yaitu:

a. Negara Kesatuan (unftarisme), yaitu
negara yang bersusun tunggal, artinya
hanya ada satu negara, tidak ada
negara dalam negara,

b. Negara Federasi, yaitu negara yang
bersusun jamak, artinya tersusun dari
beberapa negara yang semula berdiri
sendiri-sendiri, kemudian negara-
negara itu mengadakan ikatan kerja-
sama yang efektif, tetapi di samping
itu negara-negara tersebut masih ingin
mempunyai wewenang-wewenang
yang dapat diurus sendir,

Pada dasamya antara bentuk ne-
gara kesatuan maupun federasi adalah
merupakan cara membagi-bagi macam
pemerintahan atas dasar banyak sedikit-
nya kekuasaan pemerintahan yang dide-
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sentralisir, dan atas caranya pembagian
kekuasaan itu dilakukan. Namun demi-
kian banyak kalangan yang membuat
perbedaan besar antara negara kesatuan
dan negara federasi. Di dalam negara
kesatuan kekuasaan-kekuasaan pemerin-
tah seluruh negara menurut undang-
undang "tiada terbatas", dan kekuasaan-
keluasaan pemerintah daerah  dibatasi
olehnya serta berada di bawah kekua-
sannva. Di dalam negara federasi keku-
asaan-kekuasaan pemerintahan dibagi-
bagi antara pemerintahan untuk seluruh
negara dan pemerintahan regional untuk
bagian-bagian negara tadi, demikian rupa
sehingga ke dua kekuasaan pemerintahan
tadi terbatas, biasanya oleh Undang-
undang Dasar, dan yang satu tidak berada

di bawah kekuasaan yang lain (Wheare,

1951).

Dilihat dari dasar pembentukan-
nya negara kesatuan dibentuk atas asas
unitarisme yang mempunyai kemerde-
kaan dan kedaulatan atas seluruh wilayah
atau daerah yang dipegang sepenuhnya
oleh pemerintah pusat, hal ini disebabkan
daerah-daerah tidak mempunyai keda-
ulatan wilayah. Negara federasi/serikat
terbentuk karena adanya dua atau lebih
kesatuan politik yang sudah atau belum
berstatus sebagai negara, berjanji untuk
bersatu dalam satu ikatan polikk yvang
mewsakili mereka sebagai keseluruhan.
Kesatuan-kesatuan politik yang tergabung
itu melepaskan kedaulatan beserta atri-
but-atribut kenegaraan lainnya (Abdurah-
man, 1987).

Dengan demilkian antara negara
kesatuan dan negara federasi terdapat
persamaan-persamaan serta perbedaan-
perbedaan tertentu.

Persaman-persamaannya:

1. Pembagian daerah atau wilayah,
hanya namanya vyang berbeda IDH
dalam negara kesatuan  yang
didesentralisir daerah-daerah bagian
itu namanya "daerah”, apakah Daerah
Tingkat I, Daerah Tingkat II, dan
sebagainya yang berhak mengatur dan
mengurus rumah tangpanya sendiri,
sedangkan pada negara serikat,
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daerah-daerah bagian itu 'namanya
"egara-negara’. Jadi di sini ada negara
dalam negara, tidak demikian halnya
pada negara Kesatuan yang didesen-

2. Adanya dua macam pemerintahan
pada ke dua negara tersebut, yaitu:
pada negara kesatuan yang didesen-
tralisir terdapat pemerintah pusat dan
pemerintah daerah, sedangkan pada
negara serikat terdapat pemerintah
federal atau pemerintah negara ga-
bungan dan pemerintah negara bagian
(Soehino, 1991).

Perbedaan-perbedaannya

Perbedaan antara sistem negara kesatuan
yang didesentralisir dengan sistem negara
serikat adalah bahwa perbedan-perbedaan
itu tidalk saja terdapat pada perbedaan
sebutannya, melainkan perbedaan-perbe-
daan itu tersebut sungguh-sungguh me-
ngenai hukum positifnya, yaitu:

1. Wewenang mengadakan atau mem-
buat undang-undang dasar. Dalam
negara kesamian, karena susunannya
tunggal (tidak ada negara dalam ne-
gara) maka wewenang untuk membuat
undang-undang dasar hanya ada pada
pemerintah pusat dan atau lembaga
yang mempunyai wewenang untulk itu,
sedangkan daerah tidak mempunyai
wewenang untuk membuat undang-
undang dasar. Dalam negara federasi
karena ada dua susunan negara yaitu
negara federal dan negara-negara
bagian, maka masing-masing mempu-
nyai wewenang untuk mengadakan
atau membuat undang-undang dasar,
sehingga terdapat dua bentuk undang-
undang dasar yaitu undang-undang
dasar federal dan undang-undang
dasar negara bagian [(negara-negara
bagian).

2. Bistem pembagian kekuasaan di dalam
undang-undang dasar. Pada negara
kesatuan wewenang atau kekuasaan
pemerintah pusatlah yang dirumuskan
secara umum, sedangkan urusan,
wewenang atau kekuasaan dari pada
pemerintah daerah disebutkan. .atau
dirumuskan satu persatu secara

Nepara Federasi

terperinci melalui penyerahan urusan
pemerintahan. Pada negara serikat
urusan-urusan yang menjadi wewe-
nang atau kekuasaan pemerintah
federal atau pemerintah negara ga-
bungannya ity disebutkan satu per
satu secara terperinei di dalam un-
dang-undang dasamya Malahan se-
ring diadakan lampiran khusus untuk
menyebutkan hal-hal atau wurusan-
urusan yang pengurusan-nya itu dise-
rahkan kepada atau menjadi wewe-
nang pemerintah federal, dan biasanya
ini adalah hal-hal atau urusan-urusan
yang menyangkut kepentingan bersa-
ma dari semua negara bagian.

Tentang asal kekuasaan asli. Pada
negara kesatuan, kekuasaan asli itu
ada pada pemerintah pusat, jadi se-
gala kekuasaan itu berasal dari peme-
rintah pusat, kemudian sebagian dari-
padanya diserahkan kepada atau di-
berikan kepada pemerintah-peme-
rintah daerah untuk dilaksanakan
(distribusi kekuasaan dari pusat ke
daerah). Pada negara serikat kekua-
saan asli itu berasal dari negara-ne-
gara bagian, dan sebagian dari kekua-
saan mereka itu diserahkan kepada
pemerintah gabungan atau peme-
rintah federal (kontribusi kekua-saan
dari negara-negara bagian ke negara
federal).

Tentang Kedaulatan. Biasanya pada ke

dua negara tersebut kedaulatan ada

pada pusat, jadi dapat dikatakan ada
persamaan, tetapi meskipun demikian
kedaulatan yang ada pada pemerintah
pusat pada negara kesatuan yang
didesentralisir lebih kuat daripada
kedaulatan yang ada pada pemerintah
pusat negara serikat, terlebih pada
perserikatan negara. Karena "di sini
tiap-tiap negara bagian itu dapat
dikatakan mempunyai kedaulatan,
baik ke dalam maupun ke luar
(Suhino, 1991).

Menurut A. Ramlan Surbakti

(1988), pembedaan antara bentuk-susu-
nan negara kesatuan dan bentuk-susu-
nan negara federasi adalah konsep
—=== ——— ————____——————
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kategorik, akan tetapi secara substansial,
dan yang dipraktekkan oleh sejumiah
negara (empirik), sifat keduanya adalah
kesinambungan. Otonomi sendiri dapat
dibagi menjadi otonemi terbatas, otonomi
madia, dan otonomi seluas-luasnya, se-
dangkan federasi dapat pula diklasi-
fikasikan menjadi federasi terbatas, fede-
rasi, dan konfederasi.

Dalam pada itu Hans Kelsen (1995)
berpendapat, hanya derajat desentrali-
sasilah yang membedakan antara negara
kesatuan yang dibagi-bagi ke dalam pro-
vinsi-provinsi dan negara federasi. Pada
skala desentralisasi, negara federasi
berada di antara negara kesatuan dan per-
serikatan negara-negara menurut huloum
internasional. Negara federasi menunjuk-
kan derajat desentralisasi yang masih
sesual dengan suatu masyarakat hukum
yang dibentuk oleh hukum nasional,
yakni sesuai dengan suatu negara, dan
suatu derajat desentralisasi yang tidak
sesuai dengan suatu masyarakat hukum
internasional (yang dibentuk oleh hukum
internasional).

Lebih lanjut dikatakan bahwa, da-
lam negara federasi mensyaratkan validi-
tas material tata hulum, atau dengan
kata lain kompetensi legislatif dari negara
dibagi di antara satu wewenang negara
pusat dan sejumlah negara-negara bagian.
Negara-negara bagian memiliki derajat
otonomi konstitusional, sehingga peru-
bahan-perubahan dalam konstitusi nega-
ra-negara bagian dapat dilakukan melalai
undang-undang dari negara-negara ba-
gian itu sendiri. Namun demikian adaka-
lanya otonomi konstituisional ini terikat
oleh prinsip-prinsip konstitusional dari
konstitusi federal; misalnya, menurut
konstitusi federal, negara-negara bagian
dapat diwajibkan untuk memiliki konsti-
tusi republik demokratik. Di dalam negara
kesatuan sifatnya lebih sentralistis, arti-
nya undang-undang dasar dan undang-
undang hanya dibuat oleh pusat.

Negara federal umumnya lahir me-
lalui suatu perjanjian internasional yang
ditandatangani oleh negara-negara mer-
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deka, sedangkan pada negara kesatuan
tidak demildan halnya (Kelsen, 1995).

Dengan demikian dapat dikatakan,
karalkteristik utama negara federasi ada-
lah asas federasi atau suatu keseim-
bangan kekuasaan sedemiltian rupa yang
menempatkan pemerintah pusat dan
pemerintah-pemerintah bagian dalam su-
sunan tertentu berderajat sama dan di
antara sam sama lain mempunyai kebe-
basan.

Dengan melihat pengertian-pe-
ngertian, persamaan-persamaan dan per-
bedaan-perbedaan antara negara kesa-
tuan dan negara federasi, maka akan lebih
tepat uraian selanjutnya apabila dida-
sarkan pada konstruksi sistem hukum.

Sangat disadari, negara itu pada
dasarnya adalah merupakan suatu proses
yang setiap waktu dapat mengalami peru-
bahan, perubahan mana adalah sesuai
dengan keadaan. Perubahan tersebut
pada dasarnya untuk memperbaild /-mem-
barui penyelenggaraan pemerintahan se-
cara efeltif dan efisien untuk mencapai
tujuan atau cita-cita negara yang dida-
sarkan atas konsep negara hukum yvang di
dalamnya mencakup asas demokrasi,
konstitusionalismme, pembagian/-pemen-
caran kekuasaan. Contoch negara yang
mengalami perubahan adalah Uni Negara-
negara Amerika atau Amerika Serikat,
sebelum menjadi negara federasi pada
tahun 1787 merupakan negara yang
berbentuk konfederasi. Indonesia pada
saat berlakunya Konstitusi RIS 1949 juga
mengalami perubahan dari negara kesa-
tuan menjadi negara federasi, dan ke-
mudian menjadi negara Kkesatuan lagi
setelah diberlalunicannya ULIDS 1950,

Federalisme dipandang dari aspek
ketatanegaraan semata-mata memang
bentuk yang diperlukan oleh Indonesia,
apalagi dari sudut geografis, etnologis,
kesatuan-kesatuan ekonomi, dan praktek
ketatanegaaran yang sentralisme selama
ini secara ketatanegaran federalisme da-
pat dipertanggungjawablkan.

Dilihat dari sejarah pergerakan
Indonesia menuju terbentuknya Negara
[ndonesia merdeka baik pada saat

e —
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Sumpah Pemuda maupun Proklamasi
1945 tidak memberikan harga mati bahwa
bentuk negara Indonesia harus negara
kesatuan. Sumpah Pemuda 1928 pada
dasarnya adalah hendak menghimpunkan
diri dalam perserikatan “jong ini dan jong
itu". Dasar daripada penegakan “jong ini"
dan "jong itu" ialah supaya para pemuda
dari suatu "volk™ (suat bangsa) mengga-
bungkan diri dalam suatu perserikatan di
mana pemuda-pemudi sesuatu “volk"
salaing menginsafkan, bahwa mereka
anak suatu daerah yvang mempunyai ke-
budayaan yang tidak perlu dikesam-
pingkan karena kebudayaan Barat, walau-
pun pada akhirnya juga melahitkan ide
kesatuan negara. Namun demildan Sum-
pah Pemuda tidak harus dimaknakan
membuang jauh-jauh ide federasi dari
negara kesatuan.

Proklamasi 1945 tidak juga me-
ngandung makna atau pengertian bahwa
Indonesia harus berbentuk Negara Kesa-
tuan, dan selanjutnya berkianat terhadap
Proklamasi itu apabila kita membuka
gagasan Negara Federasi bagi Republik
Indenesia. Klausul Proklamasi menya-
takan; "Hal-hal mengenai pemindahan
kekuasaan dll. diselenggarakan dengan
cara seksama dan dalam tempo yang
sesingkat-singkatnya”. Hal ini membe-
rikan bukti bahwa, pemberian bentuk
Negara Kesatuan kepada Republik Indo-
nesia merupakan suatu pelaksanaan
kemudian daripada tindakan proklamasi
tersebut (UUD 1945). Dengan demikian
pemberian bentuk Negara Kesatuan Repu-
blik Indonesia janganlah digambarkan se-
bagai suatu pengiahiran mutlak (otomatis)
dari Proklamasi 1945,

Gagasan ke arah tranformasi ben-
tuk negara kesatnan menjadi negara
federasi pada dasarnya bukanlah hal yang
baru, dan akan selalu muncul baik
a_:haga.i alternatif maupun langkah nyata
bila sentralisme dan penyeragaman bu-
daya yang membelenggu keaneragaman
budaya itu sendiri yang secara tidak adil
berlangsung terus. Pertanyaan yang
timbul adalah, dapatkan negara kesatuan
d1tran3furn1am menjadi negara federal?

o —— ———————  —  ——————

Negara Federasi

FERSPERTIF, Volume 3, No. 3, Th. 1998, Edisi Juli
e

Jawabnya secara singkat adalah dapat;
akan tetapi harus memenuhi beberapa
persyaratan antara lain:

1. Hal itu dikehendali dan atan didu-
kung oleh rakyat secara demokratis
dan berdasarkan konsep negara hu-
kum.

2. Efisiensi dan efektifitas pembagian/
pemencaran kekuasaan harus lebih
baik daripada pelaksanaan bentuk
negara kesatuan.

3. Kesiapan lembaga, personil, pembia-
yaan (kehijaksanan keuangan pusat
dan negara-negara bagian), dan pera-
latan harus benar-benar nyata dan
tidak dipalsakan.

4, Dapat menjamin tidak terjadi disin-
tegrasi atau separatisme yang dikare-
nakan keanekaragaman budaya, kea-
daan geografis, dan kesatuan-kesa-
tuan ekonomi.

5. Transformasi harus bisa menjamin
lebih sederhananya birokrasi dalam
melayani kepentingan masyarakat.

Apabila kita mengikuti jejak Hans

Kelsen di mana negara dipandang sebagi
tata hukum, maka gagasan transformasi
dari negara kesatuan ke negara federal
seperti di Indonesia akan membawa
konsekuensi kepada revolusi tata hulkum
dan bukan evolusi tata hukum. Hal ini
didasarkan beberapa persoalan antara
lain:

1. Indonesia menganut sistem Supremasi
Kanstitusi, bila perubahan itu benar-
benar menjadi kebutuhan yang
mendesak, maka konsekuensi yuridis-
nya harus mengganti dan atau meru-
bah UUD 1945 baik yang menyanghkut
Pasal 1 ayat 1 maupun dalam hal pem-
bagian /pemencaran kekuasasn, sis-
tem pemerintahan dan lain sebagainya
dengan tidak mengurangi materi mu-
atan yang harus ada dalam UUD/
Konstitusi.

2. Karena sifatnya ripid dan fleksibel,
UUD/Konstitusi mempunyai fungsi
sebagai dasar peraturan perundang-
undangan selanjutnya, sehingga ma-
sih diperlukan penjabaran lebih lanjut
terhadap UUD/Konstitusi itu sendiri,
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apakah itu berbentuk undang-undang,
peraturan pemerintah dan lain seba-
gainya sampai pada peraturan yang
sifatnya telmis.

3. Penggantian dan atau perubahan UUD
1945 akan dihadapkan pada beberapa
pilihan, apakah melalui hukum/
melalui lembaga yvang berwenang dan
atan referendum atau politik; penen-
tuan pilihan ini bukenlah hal yang
mudah.

4. Sebelum dilaksanakan tranformasi sa-
ngat dipandang perlu adanya pengka-
jian terhadap daerah-daerah tentang
kemauan dan kesiapannya bila dija-
dikan negara-negara bagian baik yang
menyanglkut lembaga, personil, pembi-
ayaan, peralatan, dan partisipasi ma-
syarakat. Setidalmya persoalan-perso-
alan di atas sangat memakan waktu,
tenaga dan biaya yang culmp tingpi.

5. Bangat dimungkinkan munculnya per-
soalan fsengketa yang menyanghkut an-
tar wewenang negara bagian yang se-
makin kompleks, hal ini perlu pemi-
kiran tersendiri dengan diltembang-
kannya hukum antar wewenang oleh
negara federal.

Dengan pertimbangan berbagai
persoalan di atas maka dapat disimpulkan
bahwa:

1. Transformasi dari Negara Kesatuan
Republik Indonesia menjadi Negara
Federasi belum dapat diartikan
sebagai kebutuhan yang mendesak.

2. Praktek penyelengegaraan
pemerintahan yang sentralisme
dengan tidak mengindahkan

demokrasi dalam pemerintahan di
daersh, tidak dihormatinya budaya
lokal serta perlakuan yang tidak adil
selama ini yang memunculkan
gagasan negara federasi belum dapat
dijadikan alasan yang kuat untuk
mentransformasi  menjadi  negara
federasi.

3. Pembaruan hulkum yang sifatnya
evolusi masih mempunyai peluang
untuk memperbaiki keadaan, dengan
demilian pgagasan Negara Federasi
masih merupakan alternatif (konsep

— =

teoritis) kecuali bila bentuk negara
kesatuan benar-benar tidak berjalan
sesuai harapan.

4. Pada dasarnya sulit sekali menentui-
an toleck ukur perbedaan antara ne-
gara Kesatuan dan negara federasi se-
cara substansial karena sifatnya ke-
sinambungan.

Gagasan negara federasi bukan
tidak ada nilai atau segi-segi positipnya.
Segi positip gagasan negara federasi
antara lain:

1. Negara-negara bagian lebih mepunyai
otonomi konstitusi dan sangat di-
mungkinkan lebih cepat mengadakan
pembaruan bila terjadi penyimpangan-
penyimpangan hukum, tentunya ha-
rus disertai keseriusan dan kemauan
yang tinggi.

2. Hubungan antara pemerintah dan rak-
yat yang didasarkan pada demokrasi
akan lebih sederhana.

3. Kepentingan-kepentingan negara-ne-
gara bagian vang menyanglkut pe-
layanan terhadap masyarakat lebih
cepat diantisipasi baik mulai peren-
canaan maupun pelaksanan-nya tan-
pa harus menunggu perintah pusat.

4. Keanekaragaman budaya akan Ilebih
dapat diperhatikan dan dapat dijadi-
kan modal penunjang pemberdayaan
negara bagian.

. PROSPEE BENTUEK-SUSUNAN NEGA-
RA EESATUAN REPUBLIK INDONE-
8I1A

Dari aspek ketatanegaraan prospek
negara kesatuan sangat dipengaruhi oleh
sistern atau tata hukum, baik yang
menyangkut kedudukan lembaga-lembaga
negara, cara pengisian anggota-anggota
lembaga tersebut, tugas dan wewenang
yang melekat padanya, serta faktor-faktor
vang berpengaruh vyaitu sumber daya
manusia dan keuangan serta sumber daya
lainnya.

Dari aspek kedudukan legislatif
pemakalah sepakat dengan pendapat Z.
Baharoeddin bahwa di masa yang akan
datang, legislatif terdiri dari dua kamar.
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Perlunya kamar ke dua itu diadakan,

ialah:

1. Supaya soal-soal kedaerahan menda-
pat perhatian secultupnya, sehingga
legislasi berada lebih dekat kepada
masalah-masalah langsung dalam
kehidupan sosial, dan memperhatikan
hal yang aktual terhadap kepentingan
suku-suku bangsa.

2. Supaya mencapai pencerminan yang
lebih eksak daripada aliran-aliran dan
pendapat-pendapat dalam negara dan
supaya aliran yang berada dalam
negara dapat imbang-mengimbangi.

3, Supaya mencapai suatu stabilitas
dalam alttivitas dan despotisme Dewan
Perwakilan Rakyat.

4. Supaya pekerjaan legislasi dapat ber-
jalan lebih sempuma.

5. Supaya dapat dihalangi perubahan-
perubahan dan keputusan-keputusan
yang tiba-tiba dan ekstrim.

6. Supaya ada suatu badan pemisah bila
timbul pertentang besar antara Peme-
rintah dan DPR (Baharoeddin, 1957).

Karena UU Np. 5 tahun 1974 tidak
banyak memberikan peluang terseleng-
garanya desentralisasi yang demokratis,
efisien dan efektif, maka harus segera
diadakan perubahan terhadapnya. Akan
tetapi cukup disayangkan; menurat infor-
masi Tim pembuat Rancangan Undang-
undang pengganti UU Neo. 5 tahun 1974
tidak seorangpun ahli hukum masuk di
dalamnya. Tentunya hal ini menimbulkan
tanda tanya besar, bila demikian halnya
dapatkan tujuan negara hukum tercapai?

Dalam melakukan pembaruan, de-
sentralisasi harus dipandang secara lebih
realistis, bukan sebagai pemecghan
umum bagi masalah-masalah keter-
belakangan, tetapi sebagai salah satu cara
yang dapat meningkatian efisiensi, efek-
tivitas dan kepekaan dari berbagai tingkat
pemerintahan dalam kondisi normal {yang
baik). Seperti aktivitas manajerial, usaha
desentralisasi yang berhasil adalah usaha
yang disiapkan dan dijalankan secara
seksama. Dalam melaksanakan desen-
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tralisasi perlu diciptakan kondisi-konsi
antara lain:
1. Para pejabat pusat dan birokrasi pusat

harus mendukung desentralisasi,
demildan pula yang diserahi tanggung
jawab.

2. Sikap dan budaya yang dominan men-
dukung atau kondusif terhadap desen-
tralisasi pemmbuatan keputusan.

3. Kebijaksanaan-kebijaksanaan dan
program-program dirancang dan dilak-
sanakan secara tepat untuk mening-
katlkan desentralisasi pembuatan ke-
putusan dan manajemen.

4. Sumber daya manusia, keuangan,
dan fisik tersedia bagi organisasi-orga-
nisasi yang diserahi tanggung jawab.

Dalam usaha untuk mencapai
tingkat desentralisasi yang maksimal, ma-
ka ada beberapa prinsip operasional yang
harus dipertimbangkan yaitu:

1. Program-program desentralisasi ber-
skala kecil yang ditujukan untuk
menghasilkan dampak yang terbatas
akan memberikan hasil yang lebih po-
sitip daripada program-program yang
berskala besar. Dalam hal ini, pro-
gram-program harus direncanakan da-
lam skala kecil dan dikembangkan se-
cara bertahap.

2. Perencanaan dan prosedur admi-
nistrasi yang abstrak dan kompleks
tidak mungkin dijalankan secara
efektif, sehingga program-program de-
sentralisasi harus tetap sederhana,
luwes, dan sesuai dengan kapasitas
atau kemampuan organisasi lokal
yang diserahi tanggung jawab.

3. Desentralisasi memerlukan waktu
yang lama sebelum keuntungan-keun-
tungannya dirasakan; oleh karena itu
program-program harus direncanakan
untuk jangka panjang. )

4, Program-program desentralisasi yang
berusaha mendidik para personil dan
masyarakat lokal tentang bagaimana
memikul tanggung jawab baru pada
tahap-tahap awal akan lebih berhasil
daripada program-program lain yang
tidak melibatkan usaha ini.

_—_—_ —,———,—e e
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5. Program-program desentralisasi akan
lebih bherhasil jika melibatkan lem-
baga-lembaga donor.

6. Program-program desentralisasi akan
lebih berhasil jika berusaha melatih
para pejabat pusat dan pejabat da-
erah.

7. Program-program desentralisasi yang
menyerahkan sumber-sumber keu-
angan, kekuasaan, dan tanggung ja-
wab yvang culup akan lebih besar dari-
pada program-program yang hanya
membutuhkan konsultasi dan partisi-
pasi pejabat dan masyarakat daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Abdurrahman, Beberapa Permildran Ten-
tang Otonomd Daerah, Media Sarana
Press, Jakarta, 1987,

Bagir Manan, Hubungan Antara Pusat Dan
Daerah Menurut Asas Desentralisasi,
Disertasi, Universitas Padjadjaran,
Bandung, 1990.

——————————— » Perjalanan Historis Posal 18
LD 1945 (Perumusan Dan Undang-
undang Pelaksanaannya), Unsika,
1993.

Baharoeddin, Z., Menyongsong Lohirmya
Undang Undang Dasar Baru Dengan
Konsfitusi Twjuh Negara SEbagai Ba-
han Perbandingan, Tintamas, Jalcarta,
1957,

Negara Federasi

Kelsen, Hans alih bahasa Somardi, Teor
Hukum Murrd Dasar-dasar Imu Hu-
kum Normatif Sebagai Omu Hukum
Empirik-deskriptif, Rimdi Press, Ban-
dung, 1995.

Koeseoemahatmadja, Pengantar Ke Arah
Sistern Pemerintahan Daerah Di Indo-
nesia, Binacipta, Jakarta, 1979,

Muhammad Yamin, Proidamasi Dan Kon-
stitusi Republik Indonesia, Jambatan,
Jakarta, 1954.

-------------- . Konstituante Indonesia Dalam
Gelanggang Demokrasi, Jambatan, Ja-
karta, 1956.

Ramses Sutumorang, Telaah Yuridis Atas
Pelaksanaan Penyerghan Urysan Pe-
merintahan Kepada Pemerintah Daerah
Tingkat Il {Studi Kasus Di Kabupaten
Daerah Tingkat II Bandung], Tesis,
Universitas Padjadjaran, Bandung,
1996.

Ramlan Surbalti, Otonomi Politik Seluas-
luasnya Ataukah Federasi, Makalah
Seminar Pada Seminar Nasional ten-
tang Pemerintahan Di Daerah Dan
Permasalahan Tentang Otonomi Da-
erah Dalam Era Reformasi Di Negara
Indonesia, Fakultas Hukum Univer-
sitas Surabaya, 1988,

Soehino, fimu Negara, Liberty, Yogyakarta,
1991.

Wheare, K.C., alih Bahasa Scedjono Har-
djosoediro, Parlemen Dan Politik, Ya-
yasan Pembangunan, 1951.

Seto Cahyono

PERSPERTIF, Volume 3, No. 3, Th, (998, Edisi Juli
1 — ]



	Untitled-6.pdf
	Untitled-7.pdf
	Untitled-8.pdf
	Untitled-9.pdf
	Untitled-10.pdf
	Untitled-11.pdf
	Untitled-12.pdf
	Untitled-13.pdf

